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kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya 

sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi 

kelangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa 

Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Oleh karena itu harus dikelola secara cermat 

pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Masalah tanah adalah 

masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. 

Tanah di samping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh 

karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan 

umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi 

. ang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain. 

Secara filosofis tanah sejak awalnya tidak diberikan kepada perorangan. Jadi 

tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang benar dia 

hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selama itu dikuasainya.1 

Hal tersebut adalah benar apabila dikaji lebih dalam bahwa tanah di samping 

11 empunyai nilai ekonomis, juga mempunyai nilai sosial yang berarti hak atas tanah 

":dak mutlak. Namun demikian negara harus menjamin dan menghormati atas hak-hak 

1 Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 82 
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yang diberikan atas tanah kepada warga negaranya yang dijarnin oleh undang-undang. 

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang 

disingkat (UUPA) diatur tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada 

warga negaranya berupa yang paling utarna Hak Milik, Hak Guna U saha, Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk Memungut Hasil 

Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalarn hak-hak tersebut di atas akan 

ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 5 3 UUP A. 

Permasalahan tanah yang muncul akhir�akhir ini, semakin kompleks. 

Pemicunya, tak sebatas aspek ekonomi saja, melainkan sosial dan budaya bahkan juga 

·agarna. Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh kantor 

Pertanahan melalui "mediasi". Mediasi adalah salah satu bagian dari altematif 

penyelesaian sengketa (APS), di sarnping negosiasi, arbitrase, dan pengadilan. 

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak ketiga 

yang tidak memihak bekerja sarna dengan para pihak yang bersengketa membantu 

memperoleh kesepakatan memuaskan. 

Data di Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan, jumlah permasalahan 

tanah yan� meliputi sengketa, konflik, dan perkara seluruh Indonesia 4.591 kasus. Hal 

itu menjadikan salah satu tantangan bagi BPN menuntaskan permasalahan itu dengan 

Operasi Tuntas Sengketa. Jangka waktu penyelesaiannya selarna 60 hari, sedangkan 

Operasi Sidik Sengketa, jangka waktu penyelesaiannya 90 hari. 
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